
 

 

 
 

 
 

 
 

GUBERNUR SULAWESI BARAT 
 

PERATURAN  GUBERNUR SULAWESI BARAT 
 

NOMOR   13    TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 
TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan 
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi 
Penyelenggara Negara pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 

untuk melaporkan kekayaannya; 

  b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sudah tidak 
sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan 

perubahan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 

Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Barat; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409): 

  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3874), sebagaimana beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

4. Undang-Undang … 
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  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 
sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4422); 

  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6718); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Dearah (Berita Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2015  Nomor 2036), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

  10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) 
sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemberantasan 
Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan 

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572); 

  11. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah  

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 1) sebagaiamana 
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat  

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Gubernur … 
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Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah  Provinsi 

Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 11); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 

2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA 
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI 

BARAT. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah  Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2018 Nomor 1) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi 
Barat  Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 

Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita 

Daerah  Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 11) diubah, sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN. 

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan 

Pemerintah Daerah terdiri dari : 

a. Gubernur; 

b. Wakil Gubernur;  

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 

d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;  

e. Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas; 

f. Pejabat Fungsional Auditor; 

g. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di 

Daerah; 

h. Pejabat Fungsional umum dan fungsional tertentu Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa;  

i. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;  

j. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan 

Pembantu; dan 

k. Pejabat Fungsional umum dan fungsional tertentu yang menangani 

perizinan. 

(3) Daftar Penyelenggara Negara yang wajib lapor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

 

 

2. Ketentuan … 
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2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 6 

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola 

LHKPN. 

(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah; 

b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Daerah; 

c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah; 

dan 

d. Admin Instansi dan Admin Unit Kerja adalah pejabat yang ditunjuk dan 

ditetapkan oleh Gubernur.  

(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas sebagai berikut : 

a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan 
evaluasi terhadap kepatuhan wajib lapor LHKPN dalam melaporkan dan 
mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN 

dalam www.elhkpn.kpk.go.id; 

b. Admin Instansi dan Admin Unit Kerja bertugas untuk : 

1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib 

LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun; 

2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 

ke dalam aplikasi e-LHKPN; 

3) Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk 

mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan 

4) Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, wajib lapor baru, 

verifikasi akun baru dan update wajib lapor.  

(4) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Gubernur. 

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 8 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak 

menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan 
sanksi disiplin tingkat sedang dan tingkat berat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin pegawai negeri sipil. 

(2) Sanksi disiplin tingkat sedang bagi Pejabat Administrator dan Pejabat 

Pengawas, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional Pengawas 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah, Pejabat Fungsional umum 
dan fungsional tertentu Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara 

Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu 
dan Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Pejabat Fungsional umum dan 

fungsional tertentu yang menangani perizinan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari : 

a. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima 

persen) selama 6 (enam) bulan; 

b. pemotongan … 

http://www.elhkpn.kpk.go.id/
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b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima 

persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan 

c. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima 

persen) selama 12 (dua belas) bulan. 

(3) Sanksi disiplin tingkat berat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan 

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari : 

a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; 

b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua 

belas) bulan; dan 

c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

PNS. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Salinan  Sesuai  Dengan  Aslinya 

         KEPALA BIRO HUKUM, 
 

1.             ttd 
2.             ttd 
3.  

         SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc 
         Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b 

NIP.       : 19690820 199903 1 005 
 

 
 
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 13

Ditetapkan di Mamuju 
pada tanggal 18 April 2022 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 
 

                  ttd 

      
 

M. ALI BAAL MASDAR Diundangkan di Mamuju 
pada tanggal  18 April 2022 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, 

 
                                ttd 

 
 

MUHAMMAD IDRIS 
 



 

 


